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ABSTRAK
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary 

crimes) dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan 
kerugian negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang sudah sangat 
kronis, karena menyerang dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Berbagai 
upaya untuk memberantas korupsi telah diberlakukan. Seperti diterapkannya 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999  jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu dilengkapi dengan
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (TIPIKOR). Tetapi belum juga menurunkan Indeks Persepsi 
korupsi negara Indonesia. Sistem hukum pemidanaan belum cukup untuk 
menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Karena sistem pemidanaan 
mempunyai kelemahan dimana bila tersangka atau terdakwa korupsi meninggal 
dunia maka negara berhenti untuk melakukan hukuman. Salah satu upaya 
pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dibuatkannya peraturan 
mengenai gugatan perdata (pertanggung jawaban secara perdata) terhadap ahli 
waris tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi. Cara ini diharapkan bisa 
memberikan kontribusi dalam menegakkan hukum di Indonesia khususnya untuk 
mengembalikan harta korupsi yang meninggal dunia seperti yang dijelaskan 
dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 
No. 20 Tahun 2001. Sejauh mana hukum Islam merespon adanya 
pertanggungjawaban gugatan perdata pada tindak pidana korupsi sebagai langkah 
awal yang bertujuan mengembalikan kerugian negara. Tetapi hal ini masih 
menjadi pro-kontra di dalam hukum pidana Indonesia. Untuk itu di sini akan lebih 
ditegaskan lagi untuk mengetahui kebolehan menggugat perdata ahliwaris 
tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia dengan adanya pendekatan 
metodologi ushul fiqh yakni qiyas (analogi).  

Adapaun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut 
adalah metode penelitian  kepustakaan (library research), dengan sifat penelitian 
deskriptif dengan pendekatan normatif, data diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan pokok masalah tersebut, artikel-artikel, media masa, dan berita-
berita yang membahas tentang pokok permasalahan tersebut. Setelah data 
terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan 
analisis komparatif yaitu bagaimana memperbandingkan antara hukum Islam dan 
hukum pidana positif memandang adanya gugatan perdata terhadap ahli waris 
tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, mengenai masalah  gugatan kepada 
ahli waris pelaku korupsi yang meninggal dunia diperbolehkan dalam hukum 
Islam karena hal tersebut dianalogikan dengan hutang yang harus dibayar. Karena 
pada prinsispnya setiap pelaku tindak kejahatan tidak hanya diterapkan 
tanggungjawab pemidanaan tetapi juga tanggungjawab perdata (mas’ŭliyyah
madăniyyah) dan bila tanggungjawab perdata belum dipenuhi tetapi pelaku 
meninggal dunia hal tersebut akan menjadi hutang dan kewajiban hutang dalam 
hukum Islam setelah pelaku meninggal dunia dibebankan kepada ahliwarisnya.  
Jadi hal ini sesuai dengan hukum Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transeliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 

dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Aliĭf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Bă’ b be

ت Tă’ t te

ث Ṡă’ ś es (dengan titik di atas)

ج Jīm j je

ح Ḥă’ ḥ
ha (dengan titik di 

bawah)

خ Khă’ kh ka dan ha

د Dăl d de

ذ Żăl ż zet (dengan titik di atas)

ر Ră’ r er

ز Zai z zet

س Sin s es

ش Syin sy es dan ye

ص Ṣăd ş
es (dengan titik di 

bawah)
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ض Ḍăd ḍ
de (dengan titik di 

bawah)

ط Ṭă’ ṭ
te (dengan titik di 

bawah)

ظ Ẓă’ ẓ
zet (dengan titik di 

bawah)

ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

غ Gain g ge

ف Fă’ f ef

ق Qăf q qi

ك Kăf k ka

ل Lăm l ‘el

م Mĭm m ‘em

ن Nŭn n ‘en

و Wăwŭ w w

ه Hă’ h ha

ء hamzah ‘ apostrof

ي yă’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعّد دة ditulis Muta’addidah

عدّة ditulis ‘iddah
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C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan  ditulis h 

حكمة ditulis ḥikmah

جزیة ditulis jizyah

  (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h.

كرامة الأولیاء Ditulis Karămah al-auliyă’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,  fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر ditulis Zakăh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

¿Ÿž fathah
ditulis A
ditulis fa'ala

! ! ! kasrah
ditulis i 
ditulis żukira

یذھب dammah
ditulis u
ditulis yażhabu

E. Vokal Panjang 

1.
fathah + alif ditulis ă

جاھلیة ditulis jăhiliyyah

2.
fathah + ya’ mati ditulis ă

تنـسى ditulis tansă

3.
kasrah + ya’ mati ditulis ĭ

كـریم ditulis karĭm



ix

4.
dammah + wawu mati ditulis ŭ

فروض ditulis fur ŭḍ

F. Vokal Rangkap

1.
fathah + ya’ mati ditulis ai

بینكم ditulis bainakum

2.
fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan  dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis a’antum

ت أعد ditulis u’iddat

لئن شكـرتم ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "Ґ"

آنالقر ditulis al-Qur’ăn

القیاس ditulis al-Qiyăs
2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  "l" (el) nya.

السماء ditulis as-Samă’

الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض ditulis żawĭ al-furŭḍ

أھل السنة ditulis ahl as-Sunnah
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MOTO

“Seandainya Tiada Seorang Pendidik 

Maka Takkan Kukenal Tuhanku”

“Bila kita bersyukur dengan apa 

yang kita dapat walau itu hanya 

SATU SEN niscaya tak akan pernah 

ada korupsi”

“Kegagalan jangan pernah jadikan 

alasan untuk kita mundur  tanpa 

kegagalan kita tak pernah akan 

semangat untuk mengejar 

kesuksesan”
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam pada intinya diturunkan oleh Allah SWT untuk memberikan

rahmat bagi seluruh alam. Secara spesifik dalam setiap aturan hukum terdapat 

konsep maqăşid al-syarĭah yakni makna dan tujuannya yang dikehendaki syara

dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, yang tujuan 

dasar syariat Islam agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Syariat Islam juga 

untuk menjaga jiwa manusia dari berbagai ancaman dan memelihara eksistensi 

kehidupan umat manusia, juga untuk menjaga akal, nasab dan keturunan serta 

terpeliharanya harta dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.1 Harta 

harus dijaga dengan baik tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan 

cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak yatim, 

mengkorupsi, melakukan penyuapan, memberikan hadiah dengan tujuan khusus, 

mengasab, mencuri, merampok. 

Banyak tindak kejahatan yang sekarang sangat meresahkan bangsa dan 

masyarakat. Salah satunya kejahatan korupsi yang tidak henti-hentinya 

mengancam negeri ini yang ironisnya dilakukan oleh orang-orang yang 

berpendidikan dan bergelar sarjana, doktor maupun profesor. Permasalahan 

korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang terbesar yang harus cepat 

                                                            
1 Setiawan Budi utomo , Fiqh Aktul Jawaban Tuntas Atas Masalah Kontemporer, 

(Jakarta: Gama Insani, 2003), hlm. 20.
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diselesaikan karena ini sangatlah merugikan negara baik dibidang ekonomi, sosial, 

politik, pertahanaan, dan hukum. Karenanya dampaknya sangat luas, tindak 

pidana korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).2

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di 

peringkat ke-110 dari 178 negara.3 Lebih mencengangkan lagi Indonesia 

merupakan satu dari 21 negara di Asia yang berada di peringkat ratusan 

sebagaiman dikatakan oleh Executive Director Asian Forum for Human Rights 

and Development Yap Swee Seng saat jumpa pers pertemuan pararel NGO di 

Denpasar. Posisi paling terburuk dalam indeks persepsi korupsi di antara negara-

negara Asia adalah Myanmar dan dari 200 negara yang cukup bersih dalam 

permasalahan korupsi ternyata Singapura.4 Prestasi ini cukup mencengangkan dan 

menusuk para pesohor dinegeri ini khususnya Presiden dan segenap jajaran di

bawahnya. 

Korupsipun sulit untuk dilakukan hanya satu orang saja adanya kerterlibatan 

didalamnya dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dalam kasus-kasus besar, 

dipercaya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang tetapi hanya

                                                            
2 Dani Krisnawati dkk,  Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus ( Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2006),  hlm. 68.

3 http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1631, dikutip pada tanggal 03 
Januari 2011.

4 http://hminews.com/news/tii-indonesia-peringkat-110-negara-paling-korup-di-dunia-sby-
pun-gagal/, dikutip pada tanggal 20 Febuari 2011.
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“kalangan bawah” yang dikorbankan, sedangkan tataran yang lebih tinggi belum 

disentuh.5

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Baik 

dari segi tindak pemberantasan dan pencegahan atau dalam bentuk sanksi yang 

dijatuhkan terhadap delik pidana korupsi berbeda dengan delik-delik lain yang 

diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Banyak kasus 

korupsi yang menggemparkan salah satunya kasus korupsi yang tidak pernah 

terlupa dalam ingatan seluruh masyarkat Indonesia yang menjerat mantan 

Presiden Indonesia yaitu Almarhum Soeharto dan kasusnya ini pada akhirnya 

diberhentikan sebelum koruptor meninggal. 

Sebenarnya bukan hanya hukuman pemidanaan saja bagi pelaku korupsi 

tetapi juga bagaimana harta hasil korupsi yang didapat dari negara dan milik 

rakyat Indonesia itu dapat dikembalikan dengan utuh bukan sebagian atau sebagai 

denda yang harus diganti oleh para koruptor. Hanya sebagian harta negara yang 

dikembalikan oleh para koruptor bila koruptor itu berhasil ditangkap oleh negara, 

terus bagaimana dengan koruptor yang meninggal dunia padahal banyak harta 

negara yang telah dikeruk oleh tersangka atau terdakwa korupsi.  

Salah satu masalah pada pengembalian kerugian negara terkendala jika 

tersangka atau terdakwa korupsi meninggal dunia, padahal banyak harta kekayaan 

negara di sana. Kasus korupsi mantan presiden Soeharto yang akhirnya 

diberhentikan sampai akhirnya meninggal dunia padahal hasil kekayaan 

                                                            
5 Masdar F. Mas’udi, Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama : Mewacanakan Fikih anti 

Korupsi,  (Jakarta: Gama Media 2006),  hlm. 7.
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korupsinya sangatlah banyak dan bahkan dinikmati oleh para anak cucunya.6 Tak 

teringgal lagi kasus korupsi Panoet Harsono Kepala BPD Jawa Tengah pada masa 

orde baru, dan kasusnyapun ditutup karena koruptor meninggal dunia.7 Ada juga 

koruptor yang meninggal dunia yakni Yusuf Setiawan terdakwa kasus pengadaan 

mobil kebakaran sebelum pengadilan tindak pidana korupsi memutuskan perkara 

itu.8 Inilah yang menjadi permasalahan besar untuk dapat mengembalikan harta 

negara dari para koruptor yang meninggal dunia. Bagaimana negara mengatasai 

masalah seperti ini karena sangat banyak harta kekayaan negara yang diambil dan 

dirugikan, yang pada akhirnya hanya segelintir orang yakni anak cucunya atau 

ahli warislah yang merasakan harta negara.

Upaya negara untuk menangani kejahatan korupsi sudah banyak dilakukan 

contohnya dengan awal dibentunknya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana), Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi), tidak cukup dengan aturan tersebut dirubahnya lagi 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi). Tidak berhenti sampai di situ saja negara juga membentuk badan 

hukum untuk memberantas korupsi dengan didirikanya peradilan TIPIKOR 

(Tindak Pidana Korupsi) dan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).     

                                                            
6 http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1201621566, akses tanggal 27 Desember 

2010.

7 http://www.facebook.com/topic.php?uid=102008364017&topic=15917 (Topik: 
Nostalgia Buntelin Edisi 18. November 1999), akses tanggal 03 Januari 2010.

8 http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=1669&l=terdakwa-korupsi-meninggal-
kerugian-negara-ditagih-ke-keluarganya, akses tanggal 28 Desember 2010.
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Pada Awalnya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 (tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi) belum diatur secara jelas tentang aturan bagaiman bila 

tersangka dan terdakwa korupsi itu meninggal berangkat dari kasus-kasus diatas 

yang tidak terselesaikan dengan Undang-undang tersebut. Negarapun akhirnya 

membentuk lagi Undang-undang yang lebih baik yakni Undang-undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana adanya 

instrumen gugatan perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara telah 

diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah 

satunya disini mengatur tentang tersangka dan terdakwa korupsi itu meninggal 

dunia. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan:

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut 
kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang 
dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

dan Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di 
sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
ahli warisnya.

yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Korupsi dalam hukum Islam disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis hanya 

mengisyaratkan dan mengindikasikan secara global. Dalam kitab-kitab fikih 

Islam, persoalan korupsi biasanya dipersonifikasikan dengan pencurian (al-

saraqah), penggunaan hak orang lain tanpa izin (al-gaşb), penyelewengan harta 

Negara (al-gulŭl), suap (al-risywah), hiyanat (al-ḥiyănah), dan perampasan (al-

ḥarabah).9

Koruptor yang meninggal bagaikan mati mempunyai hutang terhadap negara 

dan dalam hukum Islam khusus muamalah sebuah hutang yang ditinggal oleh 

orang yang meninggal harus dikembalikan oleh ahli warisnya. 

Pertanggungjawaban walaupun didunia sudah selesai tetapi pertanggungjawaban 

diakhirat itu belum selesai. Inilah sebenarnya menjadi letak permaslahan 

bagaimana harta kekaya negara harus benar-benar kembali dari para koruptor 

yang telah meninggal. Sebagai alternatif cara adanya gugatan perdata dalam 

tindak pidana korupsi agar pertanggungjawaban terhadap negara itu tidak lepas 

walau pertanggung jawaban badan sudah tidak bisa dilakukan karena telah 

meninggal dunia. Jika dilihat dari segi hukum Islam, sepintas kilas terasa ada 

sesuatu yang menarik untuk dikaji oleh penyusun dan untuk diperbandingan 

dengan hukum positif yang ada di Indonesia dalam hal masalah gugatan perdata 

terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang 

meninggal dunia.

                                                            
9 Ahmad Baidawi, “Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam” dalam Jurnal 

Esensia, Vol. 10, No. 2, 2009, hlm. 145-147.
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B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, 

muncul pokok masalah yang menjadi kajian khusus dalam skripsi ini, bagaimana 

analisis perbandingan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap gugatan 

perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia 

dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dengan jelas landasan hukum, 

serta pertimbangan-pertimbangan hukum tentang gugatan perdata terhadap 

ahliwaris tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal 

dunia.

2.  Kegunana Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan ilmu  

pengetahuan, khususnya dalam khasanah keilmuan Islam 

b. Diharapkan menjadi berguna terhadap semua pihak, terutama bagi 

mareka yang berkecimpung dalam hukum.

D. Telaah Pustaka 

Telaah atau kajian pustaka yang diperlukan untuk lebih mempertajam 

rumusan dari penelitian ini. Adanya telaah atau kajian pustaka ini penting bagi 

penelitian sebagai pengarah untuk membentuk kategori subtantif. Sebagai bahan 
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kajian pustaka penulis mengacu pada tulisan skripsi di bawah ini yang menjadi 

acuan penyusun, yang berkaitan dengan gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia (studi 

komparasi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia), di antaranya adalah

sebagai berikut.

Syakhudin dalam skripsinya yang berjudul “Korupsi dan Pemberantasanya 

pada Masa Nabi Saw (studi Ma’ani al-Hadis tentang Hadis-hadis Gulul)”, 

membahas tentang hadis-hadis tentang korupsi dan praktik-pratik korupsi pada 

masa nabi. Di sini dijelaskan bagaiman tindakan dan penanganan solusi korupsi 

pada masa nabi dan relevansi dengan konteks kekinian terutama di Indonesia.10

Ahmad Said Romadhon dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman bagi 

Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, 

membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi baik dalam hukum 

Islam maupun dalam hukum postif dan memperbandingkan antara kedua sistem 

hukum tersebut. Jadi pada skripsi ini yang difokuskan adalah sanksi hukuman 

bagi pelaku korupsi dan mencari perbedaan didalam dua sistem hukum.11

Abd. Mannan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana  

Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, membahas tentang pertanggungjawaban 

                                                            
10 Syakhudin, “Korupsi dan Pemberantasanya pada Masa Nabi SAW (studi Ma’ani Al-

Hadis  tentang hadis-hadis ghulul,” Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga,  Yogyakarta 
( 2010).

11 Ahmad Said Romadhon, “Hukuman bagi Pelaku tindak pidana Korupsi Studi 
Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta (2008). 
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pidana korporasi prespektif hukum Islam yang diatur dalam Pasal 20 Undang-

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.12

Abd.Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Kategori Korupsi Menurut 

Undang-undang Nmor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Hasil Bahtshul Masa’il Nadhlathul Ulama (NU) Tahun 2002”,

meneliti antara Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum positif dan Fatwa NU yang 

memprentasikan hukum Islam tentang kategori tindak pidana korupsi. Jadi di sini 

lebih membahas tentang kategori tindak pidana korupsinya saja.13

Mafruhkin dalam skripsinya yang berjudul “Studi atas Tindak Pidana 

Korupasi menurut  Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”,

membahas secara luas tentang tindak pidana korupsi dan memperbandingkan 

antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.14

Didik Isnayadi dalam skripsinya yang berjudul “Pemufakatan Jahat Tindak 

Pidana Korupsi Prespektif Hukum Islam ( Studi Analisis Pasal 15 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi )”, membahas tentang pemufakatan dalam 

                                                            
12 Abd.Mannan, “Tinjauan Hukum Pidan Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pasal 20 UU.No. 
3 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.“ Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta (2009).

13 Abd.Rahman, “Kategori Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtshul Masa’il Nadhlathul Ulama 
(NU) Tahun 2002,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008).

14 Mafruhkin,  “Studi atas Tindak Pidana Korupasi menurut  Hukum Pidana Islam dan 
Hukum Pidana Positif Indonesia,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (
2004).
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tindak pidana korupsi dan adanya konsolidasi untuk melakukan tindak pidana 

korupsi hal ini kemudin dianalisis dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1991 junto Uundang-undang Nomor 20 Tahun 2001, serta bagaimana 

dilihat dari segi hukum pidana Islam.15

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada kajian yang membahas 

sebagaimana dalam skripsi ini, yaitu dari gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka atau terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi. 

E. Kerangka Teoretik 

Di sini penulis mengemukakan teori yang akan menjawab permasalahan 

dalam skripsi ini dalam menelusuri pembahasan penelitihan ini. Sehingga pada 

akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan 

data valid.

Menurut Ahmad Sukarjda bahwa dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku 

tiga kategori hukum dalam pandangan Islam  yaitu: syarĭat, fiqh dan siyasah 

syara’ĭyah. Pada penelitian ini dengan mengunakan piasau analisis syariat yaitu 

hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasullulah SAW secara jelas

                                                            
15 Didik Isnayadi, “Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Islam ( 

Studi Analisis Pasal 15 Undang-undang Nomo. 31 Tahun 1991 Junto Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta (2007).
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terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta fiqh yang dimaknai hukum-

hukum hasil pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. 

Permasalahan ini yang akan ditekankan yakni metode dalam ushul fiqih 

dengan metode qiyăs (analaogi) yang menurut bahasa pengukuran sesuatu dengan 

yang lain atau penyamaan sesuatu dengan sejenis. Di samping itu harus memenuhi 

unsur qiyăs yakni Aşl (pokok), Far’u (cabang), Hukum Aşl (hukum syara) , dan 

yang terakhir adalah ‘illah (sifat).16 Tindak pidana korupsi di Indonesia 

dianalogikan denga pencurian (al-saraqah), penggunaan hak orang lain tanpa izin 

(al-gaşb), penyelewengan harta Negara (al-gulŭl), suap (al-risywah), hiyanat (al-

ḥiyănah), dan perampasan (al-ḥarabah). Karena istilah korupsi sendiri dalam 

hukum  Islam tidak ada.

Berkaitan dengan masalah gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau 

terdakwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-

undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, 
sedangkan secaranyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penyidik segera menyerahkan berkasperkara hasil penyidikan tersebut 
kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkankepada instansi yang 
dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

                                                            
16 Rahmat Syafe’I, “Ilmu Ushul Fiqih , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 87. 
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Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di 
siding pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
ahli warisnya.

Adanya Aturan ini sebenarnya agar korupsi itu bisa dituntut walau terdakwa 

atau tersangka koruptor telah meninggal dunia. Hal ini karena harta hasil korupsi 

termasuk suht (melincinkan kepentingan kolega). Jangan sampai kasus korupsi 

para koruptor yang meninggal dunia itu diberhentikan begitu saja tetapi negara 

juga dapat menuntutnya kepada ahli waris koruptor untuk mengembalikan harta 

kekayaan negara, jadi tetap saja harus ada pertanggungjawaban.

Hal ini dapat dianalogikan didalam hukum Islam dengan hutang, kerena 

dalam pertanggungjawaban terhadap negara tedakwa atau tersangka korupsi yang 

meninggal bagaikan mati meninggalkan hutang maka susah untuk mendapatkan 

hidup yang tenang di akhirat. Seperti Riwayat Rasulullah bersabda:

17.والدّین يء من ثلاث دخل الجنّة من الكبر والغلولمن فارق الرّوح الجسد وھو بر

Seperti telah disinggung sebelumnya, hadis di atas secara tegas menjelaskan 

bahwa siapa saja yang terbelit atau terkait tiga persoalan, yakni korupsi, hutang, 

dan kesombongan atau juga penimbunan, dengan bukti-bukti yang cukup 

menghalangi masuk surga. Di sini juga dapat dipahami bahwa pelaku korupsi 

                                                            
17 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmisi, No. 1572, 1573,  kitab: al-Siyar’an Rasulillah saw, bab: 

Ma Jaa fi al-Gulŭl,  IV (Bairut: Darrul al-Fikri, Lebanon 1988),  hlm. 117.
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harus mengembalikan semua kekayaan hasil korupsi, bila tidak menjadi hutang 

yang harus dibayar. Seseorang yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh 

pihak lain bahwa ia korupsi, maka tetap saja akan menjadi hutang yang harus 

dibayar dan dikembalikan. Jika tidak akan menganjal pintunya menuju surga.18

Sebagai jalan ahli waris tersangka atau terdakwa korupsilah yang harus 

mengganti hutang atau pertanggungjawaban terhadap negara kerena hutang wajib 

untuk dibayar bila seseorang meninggal dunia. Pada prinsipnya, pewarisan hanya 

timbul karena kematian. Ketika seseorang (pewaris) meninggal dunia, maka hak 

dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 833 ayat (1) 

KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum 

memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si 

pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam 

hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (Pasal 1100

KUHPerdata).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hukum 

pewarisan. Mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang 

dari pewaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI yang 

menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk 

kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan 

                                                            
18  Fakrur Razi, “Urgensi Hadis-Hadis Antikorupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”

dalam Jurnal Teologia, Vol. 19, No.2, 2008, hlm. 379.
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kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli 

warisnya.

F.   Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menguaikan pandangan hukum 

Islam dan hukum pidana Indonesia tentang gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka atau terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi. Adapun metode 

yang digunakan ini tercakup dalam empat bagian, yaitu:

1. Jenis Penelitian 

Penyusun kripsi ini mengunakan jenis penelitian pustaka (library research), 

yaitu riset yang digunakan dengan jalan mempelajari, menelaah dan 

memeriksa bahan-bahan perpustakan yang memiliki relevansi terhadap secara 

umum dan gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa 

korupsi dalam tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. 

2. Sifat Penelitian 

Penlitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara menggambarkan 

dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proposional 

kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun melacak 

semua literatur  yang memiliki relevensi terhadap hukum pidana secara 

umum. Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: 
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a. Data Primer

Data data yang bersifat hukum Islam diambil dari sumber Al-Quran dan 

As-Sunnah, dan Ijitihad, sedangkan data-data hukum yang bersifat 

hukum pidana diambil dari undang-undang.

b. Data Sekunder

Buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan hukum pidana secara 

umum dan yang berhubungan dengan gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka atau terdakwa korupsi dalam tindak pidana korupsi yang 

meninggal dunia.

c. Data Tersier

Kamus dan ensiklopedia, data-data yang diperoleh dari kamus dan 

ensiklopedia digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan 

dengan hukum. 

4. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini yang menggunaka pendekatan normatif-yuridis yaitu 

mengkaji masalah adanya gugatan perdata terhadap ahliwaris tersangka atau 

terdakwa korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan aturan-aturan 

hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini hukum pidana Indonesia dan 

juga berdasarkan hukum Islam. 

5. Analisis Data

Komparatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hukum pidana 

Indonesia dan hukum Islam menegenai gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka atau terdakwa korupsi dalam tindak pidana korupsi yang meninggal 
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dunia. Selanjutnya data itu diperbandingkan sehingga dapat diketahui unsure-

unsur perbedaanya dan kemudian akhirnya dapat diambil kesimpulan yang 

lebih relevan dan lebih akurat. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar (outline) dari skripsi dalam 

bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan 

serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan 

yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan 

yang di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar 

belakang masalah yang akan diteliti. Pokok masalah, dalam bab ini dikemukakan 

mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok masalah yang 

merupakan penegasan dari apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunanan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelusuran 

terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kerangka teoritik yakni 

yang menjadi acuan dalam membedah masalah-masalah yang timbul dalam 

pembahasan, yakni struktur dan turunan yang akan dibahas dalam penyusunan 

skripsi ini. Bab pertama ini merupakan bab yang dijadikan landasan bagi bab-bab 

berikutnya.

Pada bab kedua dipaparkan tinjauan umum yang tentang tindak pidana

korupsi sebagai awal pengetahuan untuk mengetahui korupsi secara jelas. Adapun 
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rincian pembahasan tentang apa itu tindak pidana korupsi dalam hukum pidana 

Indonesia, yang diuraikan mulai dari pengartian tindak pidana korupsi, faktor 

penyebab korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tindak 

pidana korupsi yang didalamnya akan diuraikan tentang gugatan perdata secara 

umum karena dalam masalah ini harus dijelaskan terlebih dahulu kosep gugatan 

perdata yang diterapakan dalam tindak pidana korupsi serta gugatan perdata 

terhadap ahliwaris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia dalam 

hukum positif Indonesia khususnya masalah tindak pidana korupsi. 

Selanjutnya bab ketiga dikemukakan mengenai tindak pidana korupsi dalam 

hukum Islam, yang diuraikan dalam enam sub-bab, yakni pertama pengertian 

tindak pidana korupsi dalam hukum Islam agar jelas terlebih dahulu apa itu 

korupsi dalam hukum Islam sebelum masuk ke permasalahanya, kedua dijelaskan 

term-term korupsi dalam hukum Islam atau macam-macam korupsi, ketiga dasar 

hukum korupsi untuk mengetahui bahwa Islam benar melarang korupsi dan 

merupakan perbuatan haram, keempat pertanggungjawaban tindak pidana korupsi 

dalam hukum Islam dijelaskan supaya tahu apa hukuman atau sanksi bagi pelaku 

korupsi dalam hukum Islam, kelima dijelaskan hapusnya hukuman atau 

kewenangan menuntut dalam hukum Islam dan serta tinjauan hukum Islam 

masalah gugatan perdata terhadapa ahliwaris tersangka atau terdakwa tindaka 

pidana korupsi yang meninggal dunia untuk memperkuat analisis pokok masalah.

Setelah membahas seluruh data yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya, 

kemudian dianalisis pada bab empat pembahasan untuk menjawab pokok 

permasalahan. Analisis perbandingan dan relevansi antar hukum pidana Islam dan 
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hukum pidana Indonesia tentang permsalahan gugatan perdata terhadap ahliwaris 

tersangka dan terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Memaparkan dimana letak 

persamaan dan perbedaan sebagai pokok permasalahan. 

Kemudian penyusunan skripsi ini selesai pada bab lima penutup, dengan 

memuat kesimpulan atas permasalah keseluruhan, serta saran-saran yang 

bertujuan mewujudkan hukum yang lebih baik di Indonesia terkait masalah tindak 

pidana korupsi, dan penutup. 
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dikemukakan diatas, maka permasalahan-

permasalahan dalam skripsi ini dapat terjawab. Salah satu upaya memberantas 

korupsi yakni adanya gugatan perdata dalam tindaka pidana korupsi yang bertujuan 

untuk mengembalikan harta negara atau kerugian negara. Gugatan perdata tidak 

hanya dikenakan kepada tersangka atu terdakwa korupsi tetapi juga kepada ahli waris 

tersangka atu terdakwa korupsi. Agar permasalahan pada waktu itu untuk menarik 

harta dari pelaku korupsi yang meninggal sulit dilakukan sebelum ada aturan dalam 

undang-undang pidana korupsi yang sekarang yakni yang terdapat dalam Pasal 33 

dan Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Hukum Islam juga mendukung 

adanya gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi karena pada prinsipnya setiap 

perbuatan kejahatan bukan hanya diwajibkan pertanggungjawaban pidana atau sanksi 

badan atau hukuman pemidananan tetapi juga harus dipenuhi pertanggungjawaban 

perdata yakni pengembalian hasil kejahatan atau ganti rugi. Walaupun tersangka atau 

terdakwa meninggal dunia dalam hukum Islam tidak menghapuskan kewajiban untuk 

mempertanggungjwabkan secara perdata karana hal tersebut sama saja dengan hutang 

yang harus dipenuhi dan dibayar oleh pelaku kejahatan atau ahli warisnya. Sebab 

yang yang berkewajiban membayar utang dalam hukum Islam adalah ahli waris dari 

pewaris korupsi .
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Pertanggungjawaban perdata dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia 

dari segi pertanggungjawabanya berbeda yakni mengenai pertanggungjawaban 

sendiri dan hukumanya. Pada dasarnya gugatan perdata dalam hukum Islam 

menerapkan beban pembuktian terbalik kepada tersangka atau terdakwa ataupun 

ahliwaris korupsi sedangkan dalam hukum positif Indonesia beban pembuktian 

dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Serta dalam hal perampasan atau penyitaan 

harta milik negara dalam hukum Positif Indonesia harus tunduk pada Kitab Undang-

undang  Hukum Perdata (HIR) adanya penyitaan atas dasar kekuatan hukum yang 

tetap sedangkan dalam hukum Islam tidak demikian. Kedua hukum tersebut baik 

dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif tujuanya semua sama yakni 

bagaimana mengembalikan harta yang dikorupsi. Sebab kedudukan harta korupsi 

disini merupakan harta milik masyarakat atau harta milik negara bukan harta milik 

perseorangan. Dimana tanggungjawab besar untuk menjaganya demi kepentingan 

kemaslahatan umat dan agar terciptanya pemeliharan harta secara baik dimana yang 

ditegaskan dalam prinsip maqăşid al-syarĭah. 

B. Saran-Saran

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan, kesalahan, dalam kelemahan. Karena itu saran dan kritik yang 

konsturktif selalau diharapkan. Skripsi ini merupakan sebuah langkah awal yang 

masih memiliki peluang untuk ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya. 

Selanjutnya, saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:
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1. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen perdata yang diamanatkan 

undang-undang hanya akan menjadi macan ompong. Yang menarik saat ini, 

pemberantasan korupsi telah cukup banyak menghakimi dengan vonis bersalah 

pelaku korupsi, namun pelaku korupsi masih bertambah serta bertambah 

berjamaah. Ilustrasi yang dapat disampaikan dengan hukum penjara paling lama 

20 tahun atau hukuman mati, dengan kejahatan korupsi miliaran rupiah pelaku 

korupsi masih beruntung dengan sisa kekayaan yang dimiliki. Jika ini menjadi 

semboyan para koruptor, tentu menjadi pekerjaan rumit bagi aparat penegak 

hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi.

2. Adanya hukum Islam tentang adanya penegasan dalam hal gugatan perdata 

setidaknya mampu memberikan sumbangsih terhadap kemajuan penegakan 

hukum di Indonesia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia mayoritas beragama 

Islam.

3. Diharapkana adanya aturan gugatan perdata diatas akan meminimalisir dan 

mecegah masyarakat untuk melakukan tindaka pidana korupsi karena 

pertanggungjawaban akan dituntut sampai ke anak-cucu korupsi atau ahli waris 

korupsi.

4. Diperlukanya perubahan sistem hukum Indonesia dan tidak mengadopsi hukum 

tinggalan penjajahan belanda karena tidak sesuai dengan tujuan pengakan hukum 

di Indonesia khususnya tentang Pemberantansan tindak Pidana Korupsi. 
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